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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi coretax 
administration system dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian 
menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data primer diperoleh melalui 
penyebaran kuesioner kepada 400 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 

Pratama Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi coretax 
administration system, kualitas pelayanan fiskus, dan pengetahuan perpajakan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, 
pengetahuan perpajakan terbukti memoderasi hubungan implementasi coretax 
administration system dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengimplementasian teknologi 
perpajakan terbaru dan kualitas pelayanan fiskus yang didukung oleh pengetahuan 

perpajakan wajib pajak dapat menjadi faktor penting dalam mendorong 
peningkatan kepatuhan wajib pajak. 
Kata Kunci: Coretax Administration System, Kualitas Pelayanan Fiskus, 

Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak 
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ABSTRACT 

This study aims to examine the influence of the Coretax Administration System 
implementation and tax officer service quality on taxpayer compliance, with tax 

knowledge serving as a moderating variable. The study employs an associative 
quantitative approach. Primary data were collected through questionnaires 
distributed to 400 individual taxpayers registered at the Pasuruan Primary Tax 

Office (KPP Pratama Pasuruan). The results indicate that the implementation of 
the Coretax Administration System, tax officer service quality, and tax knowledge 

have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, tax 
knowledge is proven to moderate the relationship between the implementation of 
the Coretax Administration System and tax officer service quality on taxpayer 

compliance. These findings suggest that the implementation of advanced tax 
administration technology and high-quality tax officer services, supported by 

adequate taxpayer knowledge, are important factors in enhancing taxpayer 
compliance. 
Keywords: Coretax Administration System, Tax Service Quality, Tax Knowledge, 

Taxpayer Compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada 

negara, yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat prestasi kembali dan 

tidak ada imbalan langsung yang diterima dari pembayaran pajak tersebut 

(Janges & Pangestu, 2021). Sebagai sumber pendapatan negara terbesar, pajak 

merupakan sektor paling potensial dalam mendanai dan mengakomodasi 

pembangunan nasional. Seiring bertambahnya waktu, kebutuhan dana yang 

diperlukan pemerintah semakin bertambah, sehingga kepatuhan wajib pajak  

akan mendukung pertumbuhan pendapatan negara (Widiarti & Viana, 2022). 

Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan 

memberikan kebijakan serta kenyamanan bagi wajib pajak melalui modernisasi 

sistem administrasi perpajakan. 

Sistem perpajakan yang baik dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi 

merupakan tiang dasar untuk pendanaan pembangunan serta kesejahteraan 

sebuah negara. Di Indonesia, peran penerimaan pajak dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar, dengan sasaran untuk 

tahun 2025 mencapai Rp2.189,31 triliun, meningkat 13,27% dibandingkan 

pada tahun sebelumnya (Kontan, 2025). Tujuan ambisius ini tidak hanya 

ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi secara signifikan bergantung 
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pada usaha untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak secara sukarela. 

Berikut adalah tabel yang memaparkan data pertumbuhan penerimaan 

pajak mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024: 

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024 (Dalam Triliun Rupiah) 
Tahun Penerimaan Pajak Persentase Pertumbuhan 

2020 1,072.11 -25,23% 

2021 1,278.63 19,26% 

2022 1,716.77 34,27% 

2023 1,867.87 8,80% 

2024 1.932.4 3,46% 

Sumber : (Kontan, 2025) 

Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami 

penurunan signifikan sebesar -25,23% menjadi Rp1.072,11 triliun akibat 

pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi. Tahun 2021, 

penerimaan pajak mulai pulih menjadi Rp1.278,63 triliun (tumbuh 19,26%) 

dan terus meningkat pada 2022 menjadi Rp1.716,77 triliun dengan 

pertumbuhan tinggi sebesar 34,27%. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan 

penerimaan Rp1.867,87 triliun (tumbuh 8,80%). Namun, pada tahun 2024 

penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 triliun hanya tumbuh 3,46%, 

menunjukkan adanya perlambatan laju pertumbuhan (Kontan, 2025). 

Terdapat fluktuasi signifikan serta koreksi tajam saat pandemi hingga 

mengakibatkan  perlambatan pertumbuhan pendapatan negara di tahun 2024. 

Hal tersebut menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih 

menghadapi tantangan struktural yang fundamental. Meskipun secara nominal 

penerimaan negara menunjukkan tren pemulihan, perlambatan laju 
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pertumbuhan mengindikasikan bahwa peningkatan tersebut lebih banyak 

didorong oleh faktor eksternal seperti harga komoditas dan pemulihan ekonomi 

pasca pandemi, bukan karena kepatuhan wajib pajak secara sukarela (voluntary 

compliance) (IKPI, 2025). Rasio pajak terhadap PDB Indonesia hanya berkisar 

9-10% dalam dekade terakhir, jauh di bawah rata-rata negara OECD (33%) 

maupun negara ASEAN seperti Thailand (16%) dan Vietnam (18%) (Rivai, 

2025). Lebih kritis lagi, dari total sekitar 85 juta pemilik Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), hanya 19 juta yang berkewajiban menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) tahunan, dan realisasi pelaporan SPT tahunan pada tahun 

2024 hanya mencapai 14 juta atau sekitar 71%. Kondisi diperparah dengan 

tingginya tingkat informalitas ekonomi dengan sekitar 60% tenaga kerja berada 

di sektor informal, serta banyaknya praktik penghindaran pajak melalui 

manipulasi laporan keuangan dan pengakuan ambang batas omzet wajib pajak 

(Ilhamy, 2025). 

Sebagai upaya untuk merespons tantangan kepatuhan, urgensi 

implementasi coretax administration system menjadi krusial sebagai instrumen 

reformasi administrasi perpajakan komprehensif. Coretax system, yang 

dirancang sejak tahun 2020 dan mulai diimplementasikan secara penuh pada 

awal 2025, bertujuan mentransformasi sistem perpajakan dari manual dan 

terfragmentasi menjadi terintegrasi dan real time dengan penyatuan 20 proses 

bisnis administrasi perpajakan. Pentingnya coretax dalam meningkatkan 

kepatuhan dan pendapatan negara terletak pada kemampuannya dalam 

menciptakan transparansi dan pengawasan berbasis data yang lebih akurat, 
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sehingga dapat meminimalkan kebocoran serta mendeteksi potensi pajak yang 

sebelumnya sulit diakses. Dengan desain sistem yang memiliki kapasitas akses 

hingga 80 juta wajib pajak, coretax diharapkan dapat memperluas basis pajak 

dan memastikan setiap transaksi ekonomi terekam dengan baik. Mengacu pada 

konsep Tax Administration 3.0 OECD, orientasi kemudahan wajib pajak 

melalui sistem terintegrasi ini pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dan mengerek penerimaan negara secara berkelanjutan (Candra, 

2025). Peningkatan laju pertumbuhan penerimaan pajak merupakan 

keberhasilan pemerintah dalam memberikan kebijakan dan menjaga kestabilan 

ekonomi pasca pandemi. Peningkatan penerimaan pajak tidak luput dari  

peningkatan tax compliance di kalangan wajib pajak. Artinya, semakin banyak 

wajib pajak yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban 

perpajakannya (Rahayu, 2022). 

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan penting dalam 

administrasi perpajakan. Kepatuhan tidak sekedar dilihat dari jumlah pajak 

yang dibayar atau kejelasan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), tetapi 

melibatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan wajib pajak terhadap hak 

serta kewajiban perpajakannya (Lestari & Rahma, 2025). Oleh karena itu, 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menekan pentingnya kepatuhan wajib 

pajak dan dijadikan sebagai agenda utama yang harus dilaksanakan. Dalam 

upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, DJP terus melakukan pengawasan 

dan memastikan bahwa wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya 
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secara benar dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widiarti 

& Viana, 2022). 

Kepatuhan wajib pajak dapat dinilai ketika wajib pajak mengetahui 

bahwa dirinya sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif melalui 

sikap wajib pajak yang mendaftarkan dirinya sendiri untuk memperoleh Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung besaran pajaknya, menyetor pajak 

terutang maupun melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) kepada 

Direktorat Jenderal Pajak (Sandy, 2020). Dengan memahami seluruh aspek 

tersebut wajib pajak dapat dikatakan telah mematuhi kewajiban perpajakannya.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak, namun data di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib 

pajak masih mengalami tantangan. Salah satu tantangan utama adalah 

rendahnya pemahaman mengenai penggunaan sistem dan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, terutama terkait prosedur penghitungan, penyetoran, 

dan pelaporan pajak menggunakan sistem (Nandiroh, 2021). Kondisi ini 

dialami oleh wajib pajak yang kemudian memberikan tekanan seperti, wajib 

pajak cenderung melakukan kesalahan administratif maupun mengabaikan 

kewajiban perpajakannya (Setyaningsih et al., 2024).  

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merancang 

sistem administrasi perpajakan secara digital seperti e-filing, e-Billing, e-

Registration, dan Electronic Monitoring yang terbukti mampu meningkatkan 

efektivitas pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak (Nandiroh et al., 

2024; Vientiany et al., 2025). Dengan diberlakukannya modernisasi  sistem 
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administrasi pajak, pemerintah berharap dapat mempermudah wajib pajak 

orang pribadi dalam melakukan pembayaran dan penyampaian SPT (Ahmad & 

Dasuki, 2023). 

Modernisasi terbaru adalah penerapan Coretax Application System 

(CTAS) yang digunakan mulai 1 Januari 2025. Coretax administration system 

sebagai sistem administrasi pajak terintegrasi berbasis teknologi informasi 

yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan 

pelayanan perpajakan. Dalam aspek efisiensi, sistem ini mengintegrasikan 

seluruh layanan perpajakan yang sebelumnya terpecah-pecah seperti e-filing, 

e-Bupot, e-Faktur, dan DJP Online ke dalam satu portal terpadu, sehingga 

menyederhanakan proses administrasi mulai dari registrasi NPWP, 

pembayaran, hingga pelaporan SPT. Otomatisasi perhitungan pajak dan 

validasi data dalam coretax secara signifikan meminimalkan kesalahan 

manusia (human error) serta mengurangi beban administratif baik bagi wajib 

pajak maupun petugas pajak (Sukma et al., 2025). Dari sisi transparansi, 

coretax memperkenalkan fitur buku besar (general ledger) akun wajib pajak 

yang memungkinkan pemantauan riwayat lengkap seluruh transaksi 

perpajakan secara real time, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih 

tinggi dalam pengelolaan data pajak. Selain itu, sistem ini mengadopsi 

teknologi mutakhir seperti big data, artificial intelligence (AI), dan blockchain 

untuk memastikan keamanan dan integritas data, sekaligus memfasilitasi 

deteksi dini terhadap potensi ketidaksesuaian atau penghindaran pajak. Dalam 

hal ini kemudahan pelayanan, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
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sebagai NPWP serta penghapusan NPWP cabang menyederhanakan 

identifikasi wajib pajak, sementara fitur deposit memberikan fleksibilitas 

pengelolaan kewajiban perpajakan lintas tahun (Ridwan, 2025). 

Coretax DJP ditunjuk sebagai sistem administrasi dan pelayanan yang 

memudahkan penggunanya. Pembuatan coretax DJP merupakan bagian dari 

proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), yang 

tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 mengenai 

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Proyek tersebut merupakan 

inisiatif pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis administrasi 

perpajakan dengan membangun sistem informasi yang berbasis Commercial 

Off-the-Shelf (COTS) dan dilengkapi dengan perbaikan basis data perpajakan 

(Faradina, 2025). 

Pada sistem perpajakan di Indonesia, kepatuhan wajib pajak adalah 

fondasi utama agar target penerimaan pajak bisa tercapai (D. Utama, 2022). 

Direktorat Jenderal Pajak berupaya dalam memberi dan mengelola kebijakan 

perpajakan serta sistem perpajakan melalui reformasi perpajakan. Direktorat 

Jenderal Pajak memberikan pelayanan berbasis teknologi modern guna 

mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal 

tersebut merupakan tujuan pemerintah agar target penerimaan bisa tercapai 

sesuai rencana (Cahyani & Basri, 2022). 

Pemerintah masih menghadapi tantangan modernisasi dan digitalisasi 

administrasi perpajakan yang merupakan strategi utama bagi otoritas pajak 



8 

 

 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hadirnya coretax bukan sekedar 

pembaruan teknologi, melainkan reformasi menyeluruh dengan fokus pada 

restrukturisasi proses bisnis, perbaikan basis data, dan pembaruan sistem 

informasi. Meskipun dirancang untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib 

pajak, implementasi coretax administration system menghadapi tantangan 

serius seperti lemahnya literasi digital wajib pajak. Literasi digital merupakan 

faktor kunci karena semakin baik pemahaman wajib pajak mengenai literasi 

digital, maka semakin meningkat kepatuhan dalam pelaporan pajak. Namun, 

tingginya biaya kepatuhan (compliance cost) yang meliputi biaya langsung, 

waktu, dan psikologis bisa menjadi hambatan (Nashiruddin et al., 2025). 

Coretax secara teoritis dirancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui 

proses otomatisasi dan kemudahan akses (Wati, 2024). 

Studi terdahulu mendapati bahwa modernisasi sistem administrasi dan 

implementasi coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Aprilani & 

Astuti, 2025; Gunafi, 2025). Namun, data di lapangan menunjukkan terdapat 

tantangan teknis seperti kesulitan akses, ketidaksesuaian data, dan 

kompleksitas sistem yang sering dikeluhkan wajib pajak (Gunafi, 2025). Hal 

ini menimbulkan kesenjangan (gap) antara desain sistem yang ideal dengan 

pengalaman pengguna (user experience). Dengan adanya kesenjangan tersebut 

bisa menimbulkan biaya psikologis baru seperti, kebingungan, frustrasi, dan 

kecemasan. Pada akhirnya peristiwa ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan 

tujuan awal dibuatnya sistem (Wati, 2024). Sebagian besar penelitian mengenai 

implementasi coretax administration system masih jarang diteliti lebih lanjut 
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dikarenakan pengimplementasian sistem yang masih tergolong baru. Namun 

hanya sedikit penelitian yang mengkaji implementasi coretax terhadap 

kepatuhan wajib pajak, masih terdapat beberapa celah atau gap penelitian yang 

perlu digali lebih lanjut. Penelitian terdahulu hanya berfokus mengenai 

teknologi informasi DJP seperti penerapan e-filing, e-Registration, e-Billing, e-

Faktur, dan DJP Online. Pada tahun 2025, sistem tersebut sudah sepenuhnya 

digantikan oleh Coretax System, yang menjadikan coretax sangat menarik 

untuk diteliti lebih lanjut. 

Pada tataran perkembangan sistem informasi DJP, peran kualitas 

pelayanan fiskus menjadi poin penting. Untuk mendorong tingkat kepatuhan 

wajib pajak, maka kualitas pelayanan fiskus harus lebih diutamakan karena 

semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh DJP akan berdampak 

pada kepuasan wajib pajak dan akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

itu sendiri (Yuliati & Fauzi, 2020). Saat wajib pajak mengalami kendala teknis 

atau kebingungan dalam menggunakan sistem coretax, ketanggapan, kejelasan 

informasi, dan keramahan petugas pajak (fiskus) sangat berpengaruh pada 

tingkat kepercayaan. Jika tumbuh rasa percaya wajib pajak kepada fiskus dapat 

meningkatkan niat patuh dari wajib pajak (Lukman et al., 2025).  Artinya, 

kualitas pelayanan fiskus memiliki peran sebagai penyangga (buffer) dalam 

meredam dampak negatif dari kesalahan teknis pada sistem. Dalam penelitian 

terdahulu menunjukkan konsistensi temuan bahwa kualitas pelayanan fiskus 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi (Aishy et al., 2024; Lukman et al., 2025; Ramadhanty & Zulaikha, 
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2020). Berbanding terbalik dengan penelitian (Awaloedin et al., 2024; Nelly & 

Wangdra, 2024) yang membuktikan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketidakkonsistenan 

hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh kualitas pelayanan fiskus 

terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan indikasi kuat adanya research gap 

yang memerlukan kajian lebih mendalam. Beberapa penelitian menunjukkan 

hasil positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya 

semakin baik pelayanan yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan 

sukarela wajib pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian 

terdahulu yang justru memberikan hasil pengaruh negatif. Kontradiksi empiris 

ini menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan 

kepatuhan wajib pajak tidak bersifat linear sederhana, melainkan bisa 

dipengaruhi oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan fiskus 

membutuhkan variabel lain dalam meningkatkan hubungan dengan kepatuhan 

wajib pajak dan menjadikannya layak untuk diteliti lebih lanjut untuk 

membuktikan hasil ketidakkonsistenan penelitian terdahulu. 

Pengetahuan perpajakan menjadi poin utama dalam menjelaskan 

bagaimana implementasi coretax administration system dan kualitas pelayanan 

fiskus karena berperan fundamental dalam membentuk kerangka kognitif wajib 

pajak dalam menginterpretasi teknologi informasi dan menilai kualitas 

pelayanan fiskus. Menurut Loda (2024) secara eksplisit merancang penelitian 

untuk menilai peran pengetahuan perpajakan sebagai moderasi dalam 

hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, dengan 
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menekankan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak memersepsikan dan 

merespons layanan fiskus. Begitu pula dengan Erdiawan et al. (2024) yang 

menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai moderasi dalam hubungan 

modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus 

dengan kepatuhan wajib pajak. Dalam Theory Planned Behavior, pengetahuan 

perpajakan dapat memengaruhi kemampuan individu dalam menafsirkan 

sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku sehingga memperkuat hubungan 

antara variabel psikologis dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian empiris 

menunjukkan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan tinggi cenderung 

memiliki ekspektasi lebih rasional terhadap kualitas pelayanan dan lebih 

mampu membedakan antara kendala teknis sistem dengan kinerja fiskus, 

sehingga pengetahuan perpajakan yang baik akan semakin memperkuat 

kepatuhan (Wahyuandari & Talithahandari, 2025). Sebaliknya, wajib pajak 

dengan pengetahuan rendah lebih rentan mengalami kebingungan dan frustrasi 

saat menghadapi kompleksitas coretax, sehingga meskipun fiskus memberikan 

pelayanan optimal, efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan dapat 

terhambat oleh keterbatasan pemahaman mereka (Zahirah & Suhartini, 2025). 

Penelitian yang menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel 

moderasi sangat terbatas. Berdasarkan Theory Planned Behavior, pengetahuan 

perpajakan sangat mendukung untuk memoderasi pengaruh implementasi 

coretax administration system dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan 

menambahkan pengetahuan perpajakan sebagai moderasi diharap menjadi 
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sebuah kebaruan dalam penelitian dan menjadi pembeda dengan penelitian 

lain. 

Kemampuan wajib pajak dalam menggunakan sistem coretax serta 

menilai kualitas pelayanan fiskus tidak terlepas dari pemahaman pengetahuan 

perpajakan. Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang mencukupi 

cenderung lebih paham dengan instruksi teknis, manfaat sistem baru, dan hak-

haknya dalam menjalankan kewajiban perpajakan, oleh karenanya tidak selalu 

bergantung pada bantuan fiskus dalam aspek mendasar. Berbanding terbalik, 

wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan rendah lebih bergantung dengan 

kualitas pelayanan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

perpajakan tidak hanya berpengaruh langsung, namun bisa memperkuat atau 

memperlemah (memoderasi) hubungan antara implementasi coretax 

administration system dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak (Erdiawan et al., 2024). 

Meninjau ulang bahwa implementasi coretax administration system 

pada dasarnya dibuat dengan tujuan mengurangi compliance cost dan 

meningkatkan kepatuhan secara sukarela (Wati, 2024; Yunianto, 2024). Kini 

harus terkendala dengan akses digital seperti internet dan lemahnya 

pengetahuan perpajakan wajib pajak yang menjadi tantangan. Hal ini 

dikhawatirkan akan mengakibatkan kehadiran sistem coretax menjadi tidak 

efektif. Di wilayah Pasuruan yang merupakan daerah sentral industri terbesar 

di Jawa Timur, menyumbang pendapatan pajak besar melalui industri padat 

karya hingga UMKM. KPP Pratama Pasuruan memiliki area administratif 
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paling luas di antara KPP atau KP2KP dalam lingkup Kanwil DJP Jatim III. 

Secara praktis, KPP sudah melaksanakan kegiatan edukasi coretax yang 

intensif dan bersifat hands-on kepada ratusan wajib pajak. Namun, data 

menunjukkan adanya penurunan tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

tahunan dari tahun 2022 ke 2024 (Avida & Ernandi, 2024). Penelitian 

sebelumnya banyak yang mengkaji penerapan E-filing dan digitalisasi, tetapi 

belum banyak yang meneliti mengenai coretax. Dalam peluncuran coretax 

tidak semua wajib pajak secara otomatis merasakan manfaat sistem. Peran 

kualitas pelayanan fiskus akan menjadi tumpuan utama bagi para wajib pajak 

dengan kategori literasi digital dan pengetahuan perpajakan rendah. 

Pengetahuan perpajakan berfungsi untuk mengukur sejauh mana wajib pajak 

bisa memahami sistem, kebijakan, dan tata cara yang disampaikan fiskus. Oleh 

karena itu, penelitian yang menguji pengaruh implementasi coretax 

administration system dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi, akan 

memberikan sebuah kontribusi baru yang akan mendukung penelitian 

sebelumnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah  

dalam penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pengaruh implementasi coretax administration system dan 

kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di moderasi 

pengetahuan perpajakan? 

2. Bagaimanakah pengaruh implementasi coretax administration system  

terhadap kepatuhan wajib pajak? 

3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak? 

4. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak? 

5. Bagaimanakah pengaruh implementasi coretax administration system  

terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan? 

6. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan 

wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi coretax administration 

system dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak 

dimoderasi pengetahuan perpajakan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh implementasi coretax administration 

system terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak. 

5. Untuk menganalisis pengaruh implementasi coretax administration 

system terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan 

perpajakan. 

6. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi pengetahuan perpajakan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 

memperkaya ilmu pengetahuan, terutama pada bidang administrasi 

perpajakan dan perilaku wajib pajak. Dengan melakukan 

pengembangan model integratif yang mengombinasikan teknologi 

(implementasi coretax administration system), manusia (kualitas 

pelayanan fiskus), dan kemampuan individu (pengetahuan 

perpajakan). 

2. Secara teoritis, hasil penelitian dapat memberikan bukti empiris 

yang memperkuat dan memperluas tiga teori. Technology 

Acceptance Model (TAM) yang diujikan dengan sistem perpajakan 

terbaru (coretax), Theory Planned Behavior (TPB) diperluas 
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dengan melibatkan kualitas pelayanan fiskus sebagai pembentuk 

sikap dan norma. Compliance Theory memberikan acuan untuk 

menempatkan pengetahuan perpajakan sebagai kepercayaan 

(Trust). 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

lebih mengembangkan kebijakan segmentasi layanan berbasis 

profil pengetahuan wajib pajak, sosialisasi atau pengembangan 

kompetensi fiskus secara berkelanjutan, dan evaluasi pasca 

implementasi coretax yang kontributif. Implementasi kebijakan-

kebijakan tersebut akan memastikan bahwa modernisasi sistem 

berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas sumber daya 

manusia, yang pada akhirnya mampu menjembatani kesenjangan 

antara desain ideal coretax dan realitas pengalaman wajib pajak, 

serta mendorong peningkatan kepercayaan dan kepatuhan sukarela 

secara berkelanjutan. 

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Pasuruan 

Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan manfaat 

dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai coretax 

system. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan dan pengetahuan 
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perpajakan wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan tax 

compliance.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 

independen yang terdiri atas Implementasi Coretax Administration System 

(X1) dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X2) terhadap variabel dependen yaitu 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Selain itu, penelitian ini juga menguji peran 

Pengetahuan Perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi yang dapat 

memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pasuruan. Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode Partial Least Squares (PLS), dengan hasil pengujian 

menunjukkan temuan sebagai berikut: 

1. Implementasi Coretax Administration System dan Kualitas Pelayanan 

Fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak 

yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai akan lebih mampu 

memahami penggunaan sistem perpajakan serta memanfaatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh fiskus secara optimal, sehingga dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 
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2. Implementasi coretax administration system berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal 

ini menunjukkan bahwa dengan adanya Coretax Administration System 

(CTAS) dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 

3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin baik tingkat pelayanan fiskus terhadap wajib pajak dapat 

mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela. 

4. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan 

bahwa wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang memadai dapat 

memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga dapat 

mendorong kepatuhan wajib pajak. 

5. Pengetahuan perpajakan memperkuat secara signifikan pengaruh 

implementasi coretax administration system terhadap kepatuhan wajib 

pajak di KPP Pratama Pasuruan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak 

dengan pengetahuan perpajakan yang baik lebih paham akan fitur dan 

penggunaan sistem perpajakan. Dengan dipermudahnya administrasi 

perpajakan wajib pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. 

6. Pengetahuan perpajakan memperkuat secara signifikan pengaruh kualitas 

pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang baik wajib pajak dapat 
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memahami dan memanfaatkan layanan fiskus secara maksimal, sehingga 

dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. 

5.2 Keterbatasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

keterbatasan penelitian yang perlu diperhatikan dalam memahami dan 

menginterpretasikan hasil penelitian ini, serta dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar 

di KPP Pratama Pasuruan. Ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu 

wilayah menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan 

secara menyeluruh untuk menggambarkan kondisi wajib pajak orang 

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak lain, yang kemungkinan memiliki 

karakteristik, tingkat pemahaman dan tingkat digitalisasi yang baik. 

2. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran 

kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Oleh karena itu, kualitas 

data yang dihasilkan sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kejujuran, 

dan ketelitian responden dalam menjawab setiap pernyataan yang diberikan. 

Apabila responden kurang memahami atau tidak mengisi kuesioner secara 

cermat, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi akurasi dan kualitas data 

penelitian. 

3. Variabel pengetahuan perpajakan sebagai variabel moderasi masih sangat 

jarang diteliti serta tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak 

cenderung bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda pada setiap individu. 
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Selain itu, pengetahuan perpajakan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor lain, seperti tingkat pendidikan, pengalaman perpajakan, sosialisasi 

perpajakan, dan kemampuan memahami perkembangan sistem perpajakan 

digital. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan interpretasi 

responden terhadap pernyataan yang diberikan, sehingga dapat 

memengaruhi hasil pengujian peran moderasi dalam penelitian. 

5.3 Saran 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan, sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

penelitian dengan melibatkan wajib pajak badan atau wajib pajak terdaftar 

di Kantor Pelayanan Pajak lain. Penambahan jenis wajib pajak serta 

peluasan cakupan wilayah penelitian diharapkan mampu menghasilkan data 

yang lebih beragam sehingga temuan penelitian dapat memiliki tingkat 

representatif dan generalisasi yang lebih tinggi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode lain dalam 

pengambilan sampel seperti wawancara secara langsung dengan wajib pajak 

agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan di lapangan. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti 

sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan moral 

pajak. 
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